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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan R1 

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988 

 

A. Konsonan Tunggal 

N

No 

Huruf 

Arab 
Nama Latin Nama Latin Keterangan 

1

1 
 Alif - Tidak dilambangkang ا

2

2 
 - Ba’ B ب

3

3 
 - Ta’ T ت

4

4 
 Ṡa’ Ṡ S dengan titik di atas ث

5

5 
 - Jim J ج

6

6 
 Ḥa’ Ḥ Ha dengan titik dibawah ح

7

7 
 - Kha’ Kh خ

8

8 
 - Dal D د

9
 Żal Ż Zet dengan titik di atas ذ
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9 

1

10 
 - Ra’ R ر

1

11 
 - Zai Z ز

1

12 
 - Sa’ S س

1

13 
 - Syin Sy ش

1

14 
 Ṣad Ṣ Es dengan titik di bawah ص

1

15 
 Ḍad Ḍ De dengan titik di bawah ض

1

16 
 Ṭa’ Ṭ Te dengan titik di bawah ط

1

17 
 Ẓa’ Ẓ Zet dengan titik di bawah ظ

1

18 
 Ain ‘ Koma terbalik di atas ع

1

19 
 - Gain G غ

2

20 
 - Fa’ F ف
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2

21 
 - Qaf Q ق

2

22 
 - Kaf K ك

2

23 
 - Lam L ل

2

24 
 - Mim M م

2

25 
 - Nun N ن

2

26 
 - Wawu W و

2

27 
 - Ha’ H ه

2

28 
 Hamzah ’ Apostrop ء

2

29 
 - Ya’ Y ي

 

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap 

 ditulis  Aḥmadiyyah :  احمد يهّ

C. Ta’ Marbuṫah 

1. Transliterasi Ta’ Marbuṫah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, 

dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”. 

Contoh:   زكاة الفطر  : Zakāt al-Fiṫri atau Zakāh al-Fiṫri 
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2. Transliterasi Ta’ Marbuṫah mati dengan “h” 

Contoh:   ةطلح  Ṫalhah 

Jika Ta’ Marbuṫah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu 

terpisah maka Ta’ Marbuṫah itu ditransliterasikan dengan “h” 

Contoh: روضة الجنة Rauḍah al-Jannah 

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 

terserap menjadi bahasa Indonesia 

جماعة   : ditulis Jamā‘ah 

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t 

نعمة اللَّه    : ditulis Ni‘matullāh 

زكاة الفطر    : ditulis Zakāt al-Fiṫri 

D. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

N

No 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

1

1 

--  َ--  Fathah A A 

2

2 

--  َ--  Kasrah I I 

3

3 

--  َ--  Dammah U U 

 

Contoh: 
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 Yażhabu – يذهب Kataba – كتب

 Żukira – ذكر Su’ila – سئل

2. Vocal Rangkap/Diftong 

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

N

No 

Tanda 

Vokal 
Nama 

Huruf 

Latin 

Nama 

1

1 

 Fathah dan Ya’ Ai a dan i ى ي

2

2 
 Fathah dan Waw Au a dan u ى و 

   

Contoh: 

حول     Kaifa :كيف : Haula 

E. Vocal Panjang (Maddah) 

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya sebagai berikut: 

N

No 

Tanda 

Vokal 

Nama Latin Nama 

1

1 

ا  

    

Fathah dan alif ӑ

ӑ 

a bergaris atas 

2

2 

   َ

 ى

Fathah dan alif layyinah ӑ

ӑ 

a bergaris atas 
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2

3 

  َ

 ي

Kasrah dan ya’ ȋ

Ī 

I bergaris atas 

3

4 

  َ

 و

Dammah dan wawu ȗ

Ū 

u bergaris atas 

 

Contoh:  

 Tuhibbūna :   تحبون  

 al-Insān : اإلنسان  

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan 

dengan Apostrof 

 a’antum :  أأنتم

مؤنث     : mu’annaṡ 

G. Kata Sandang Alif + Lam 

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 

terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaẓ jalalah yang berada di 

tengah-tengah kalimat yang disandarkan (iẓāfah) maka dihilangkan.  

Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan … 

2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan … 

3. Masyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun. 

4. Billāh ‘azza wa jalla 

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al 

القران   : ditulis al-Qur’ān 

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah 

yang mengikutinya 
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السيعة  : ditulis as-Sayyi‘ah 

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf 

yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir. 

Contoh: 

مد  مُ    : Muhammad 

الودّ      : al-Wudd 

I. Kata Sandang “ال” 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf 

syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l ”. 

Contoh: 

 al-Qur’ān :  القرأن 

 al-Sunnah : السنة  

J. Huruf Besar/Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, 

namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa 

Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama 

diri, setelah kata sandang “al”, dll. 

Contoh: 

 al-Imām al-Gazāli :  اإلمام الغزالي 

 al-Sab‘u al-Maṡāni :  السبع المثاني

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga 

ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak 

digunakan. 
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Contoh: 

نصر مناللّه      : Naṣrun minallāhi 

للَّه الأمرجميعا     : Lillāhi al-Amr Jamī‘ā 

K. Huruf Hamzah  

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau 

apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah 

terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya 

saja. 

Contoh: 

  Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn :  إحياء علوم الدين 

L. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, 

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab 

atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh : 

 wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn :  وان  لله لهو خير الرازقين   

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat 

1. Ditulis kata per kata, atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut 

 .ditulis syaikh al-Islām atau syaikhul Islām :  شيخ الإسلام
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ABSTRAK 

Hilmi, Muhammad Maula Ziddan. 2023. Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden Melalui Parpol (Analisis Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilu). Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H., 

M.H. 

Dalam ketentuan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilu memberikan pengetahuan bahwa satu-satunya mekanisme atau 

jalan supaya menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah melalui usulan 

partai politik (parpol) atau koalisi (gabungan) partai politik peserta pemilu. Partai 

politik mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut merupakan hak untuk 

mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, seperti halnya yang diungkapkan 

dalam Pasal 6A ayat 2. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum 

normatif (normative legal research). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

Pendekatan analisis konsep hukum (analytical dan conceptual approach). Sumber 

bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah meliputi bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Dari problematika yang timbul 

di dalam Presidential Threshold yang telah dijelaskan sebelumnya, maka faktor 

yang menjadi sebab inkonstitusional pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu 

disebabakan oleh politik hukum pejabat pembuat undang-undang atau DPR. 

Karena pada dasarnya rumusan amandemen UUD 1945, tidak ada ketentuan pasti 

tentang presidential threshold, sehingga pada saat itu rumusan yang disepakati 

adalah mendelegasikan kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya dalam 

Undang-Undang. Adanya ambang batas bagi partai politik untuk berhak 

mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Presidential 

Threshold) dalam Pemilihan Umum yan dilaksanakan serentak, menimbulkan 

implikasi-implikkasi yuridis, yakni Menyalahi UUD 1945 tentang Sistem 

Presidensil, Bertentangan Dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Inkonsistensi MK 

dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Ketidakutuhan Memahami Putusan MK 

Nomor 14/PUU-XI/2013, Menyalahi Hak Warga Negara dalam UUD 1945. 

 

Kata kunci: Partai Politik, Pemilihan, Presiden dan Wakil Presiden. 
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ABSTRACT 

Hilmi, Muhammad Maula Ziddan. 2023. Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden Melalui Parpol (Analisis Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilu). Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H., 

M.H. 

The provisions of Article 221 of Law Number 7 of 2017 concerning 

Elections provide knowledge that the only mechanism or way to become a 

presidential and vice presidential candidate is through a proposal from a political 

party (political party) or coalition (joint) of political parties participating in the 

election. Political parties have constitutional rights regulated in the 1945 

Constitution of the Republic of Indonesia. This right is the right to nominate 

presidential and vice presidential candidates, as stated in Article 6A paragraph 2. 

This legal research is normative legal research. research). The research 

approaches used in this research are the statutory approach and the analytical 

and conceptual approach. Sources of legal materials used in writing this law 

include primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. From the 

problems that arise in the Presidential Threshold which have been explained 

previously, the factors that cause the unconstitutional election of the President 

and Vice President are caused by the legal politics of law-making officials or the 

DPR. Because basically in the formulation of the amendment to the 1945 

Constitution, there is no definite provision regarding the presidential threshold, 

so at that time the agreed formulation was to delegate it to the legislative body to 

regulate it in law. The existence of a threshold for political parties to have the 

right to nominate pairs of candidates for President and Vice President 

(Presidential Threshold) in General Elections which are held simultaneously, 

gives rise to juridical implications, namely Violating the 1945 Constitution 

concerning the Presidential System, Contrary to Article 6A paragraph (2) of the 

1945 Constitution , Inconsistency of the Constitutional Court in Decision Number 

14/PUU-XI/2013, Incomplete Understanding of Constitutional Court Decision 

Number 14/PUU-XI/2013, Violating Citizens' Rights in the 1945 Constitution. 

 

Keywords: Elections, President and Vice President, Political Parties. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemilihan Umum adalah suatu cara negara yang menggunakan 

demokrasi dalam mengisi salah satu jabatan politik baik dalam tingkat 

pusat maupun dalam tingkat daerah. Sebagaimana telah diamanahkan 

dalam Pasal 22E (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu pemilihan 

umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

setiap lima tahun sekali.1 Selanjutnya yang dimaksud Langsung adalah 

sepanjang suara pemilih tidak diwakilkan. Umum maksudnya 

penyelenggaraan pemilihan umum mengikutsertakan setiap warga negara 

yang telah memiliki hak suara. Bebas mempunyai arti sifat tanpa paksaan 

atau tekanan ataupun intervesi dari siapapun bagi setiap pemilih. Rahasia 

dimaknai asas yang menjamin suara yang diberikan pemilih tidak 

diketahui oleh siapapun atau orang lain. Jujur yang memiliki arti pemilu 

dilakukan menurut aturan yang berlaku, tidak bersifat manipulatif. 

Kemudian yang terakhir yaitu adil yang memiliki makna dalam 

penyelenggaraan pemilu setiap pemilih mendapat perlakuan yang sama 

serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.2 

Dalam ranah budaya demokrasi, pemilihan umum di Negara 

Indonesia adalah manifestasi daripada kedaulatan rakyat. Prinsip 

pemerintahan yang sering diungkapkan yaitu dari, oleh dan untuk rakyat 

 
1 Lihat Pasal 22 E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 
2 Mohammad Faisal Ridho, “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi 

Indonesia”, Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 1 Nomor 8e, 2017, h. 79. 
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didayagunakan secara otentik dalam pemilihan umum secara langsung. 

Melalui sistem pemilihan umum secara langsung, suara rakyat akan 

berubah menjadi dasar legitimasi atas terpilihnya pejabat pemerintahan, 

baik dalam tingkat pusat maupun tingkat daerah. Selain faktor suara 

rakyat, tidak dapat di hilangkan bahwa model atau desain penyelenggaraan 

pemilihan umum juga turut besar dalam proses suksesnya pemilihan 

kepemimpinan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada zaman 

ini, konstitusi tidak hanya sebagai norma paling tinggi, melainkan 

digunakan sebagai landasan dasar suatu negara. Hal inilah yang perlu 

dipahami bersama agar sebagai bangsa yang telah mempunyai konstitusi, 

harus mendalami konstitusi secara utuh. Konstitusi digunakan sebagai 

peraturan dasar dan berisi muatan ketentuan-ketentuan pokok, serta 

menjadikan suatu sumber dalam perundang-undangan untuk 

diberlakukan.3 

Pada prinsipnya, konstitusi merupakan suatu dokumen penting 

yang mengandung peraturan-peraturan dasar mengenai struktural 

pemerintahan, hak dan kewajiban serta pembatasan dari kewenangan 

negara. Ha ini karena konstitusi adalah hukum dasar maka secara 

komprehensif berwujud teks tertulis dan tidak tertulis. Hal ini tergantung 

terhadap sistem hukum yang dianut oleh negara entah civil law ataupun 

common law. Dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 atau yang disingkat dengan UUD NRI Tahun 

 
3 Andryan, “Dinamika Ketatanegaraan Rezim Reformasi”, (Medan: Pustaka Prima, 2017), 

h. 37. 
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1945 dalam pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara 

Indonesia adalah negara hukum. olehh karena itu seluruh kebijakan 

maupun penyelenggaraan pemerintahan dan Negara Indonesia harus 

didasarkan pada suatu peraturan atau hukum. Seperti yang sudah 

disebutkan sedikit diatas bahwa demokrasi pasti berkaitan erat dengan 

prinsip penyeelenggaraan negara hukum dengan alasan bahwa dalam 

literatur demokrasi, sebagai salah satunya yaitu dengan pemilihan umum. 

Pemilihan umum ini juga menjadi instrumen penting dalam negara 

demokrasi yang menganut sistem perwakilan.4 

Keikutsertaan didalam pemilu merupakan salah satu bentuk 

partisipasi politik yang dilakukan warga negara. Dengan adanya pemilu, 

warga negara memilih para wakil yang bakalan menjadi pejabat di 

lembaga-lembaga perwakilan.5 Hakekat pemilu yaitu sebagai sarana 

demokrasi yang urgensinya untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan 

negara guna mewujudkan kedaulatan yang berada ditangan rakyat dalam 

bingkai Negara hukum yang memiliki sifat demokrastis. Oleh karena hal 

tersebut, supaya demokrasi dapat berputar sejalan dengan konstitusi, maka 

demokrasi wajib dijaga. Pelaksanaan demokrasi konstitusi dapat dilihat 

dalam kegiatan pemilihan umum, pembentukan aturan dan pelaksanaan 

kewenangan lembaga negara.6 

 
4 Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 60. 
5 Kacung Marijan, “Sistem Politik Indonesia”, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 

hal. 125. 
6 Ahmad Farhan Subhi, “Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 

Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpre.” Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 2. 

Desember 2015, h. 338. 
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Untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis, 

dibentuklah suatu aturan atau Undang-Undang yang mencakup segala hal 

mengenai persyaratan ataupun teknis pelaksanaan pemilihan umum. 

Dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dibentuklah 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang dirubah dengan Undang-

Undang 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan umum presiden dan wakil 

presiden, kemudian sekarang peraturan tersebut digabungkan dengan 

Undang-Undang Pemilihan Umum Legislatif menjadi Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam ketentuan Pasal 

221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu memberikan 

pengetahuan bahwa satu-satunya mekanisme atau jalan supaya menjadi 

calon presiden dan wakil presiden adalah melalui usulan partai politik 

(parpol) atau koalisi (gabungan) partai politik peserta pemilu. Maksudnya, 

hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden 

merupakan hak eksklusif partai politik peserta pemilu dan tidak 

dibolehkan atau tidak ada kemungkinan sama sekali bagi pasangan capres 

dan wapres perseorangan atau independen diluar dari yang diusung oleh 

organisasi non politik.7 

Partai politik mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak 

tersebut merupakan hak untuk mengusulkan calon presiden dan wakil 

presiden, seperti halnya yang diungkapkan dalam Pasal 6A ayat 2. Dalam 

 
7 Lihat dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. 
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pasal tersebut partai politik atau koalisi partai politik peserta pemilihan 

umum dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dalam 

pemilu presiden dan wakil presiden.8 

Kemudian pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 Tentang Partai Politik dijelaskan pula bahwa partai politik 

mempunyai hak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, 

calon gubernur dan wakil gubernur, calon walikota dan wakil walikota, 

serta calon bupati dan wakil bupati sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Dari peraturan tersebut dan berdasarkan konstitusi yang telah 

disebutkan diatas, hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan 

wakil presiden merupakan mutlak hak konstitusional dari partai politik.9 

Kemudian konsep partai politik dalam pencalonan presiden, dalam 

pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu 

disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan 

oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum 

yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari 

jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada 

pemilu anggota DPR sebelumnya. Hal ini memiliki arti menetapkan suatu 

ambang batas perolehan suara dalam pemilu legislatif agar suatu partai 

politik atau gabungan (koalisi) partai politik dapat mengusulkan pasangan 

calon presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold.10 

 
8 Lihat Penjelasan Pasal 6 huruf A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. 
10 Lihat dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. 
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Sejalan dengan hal itu, Pasal 6A ayat 2 UUD Tahun 1945 

menyebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan 

umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dari ketentuan tersebut, 

semua partai politik yang telah disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) sebagai partai politik peserta pemilihan umum dapat mengusulkan 

calon presiden dan wakil presiden.11 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya 

dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden melalui parpol (Analisis pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang Pemilu)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan 

Presidential threshold ? 

2. Bagaimana akibat hukumnya terhadap pelaksanaan pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden menggunakan presidential threshold ? 

C. Tujuan 

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menelusuri dan menganalisis pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden menggunakan presidential threshold. 

 
11 Lihat Penjelasan Pasal 6 huruf A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
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2. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum terhadap 

pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan 

presidential threshold. 

D. Manfaat 

1. Teoritik 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat ilmu serta wawasan, 

terutama terkait bidang Hukum Tatanegara dalam tatanan teoritis pada 

masalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui parpol. 

2. Praktis  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan 

pemikiran guna kepentingan negara, bangsa dan pembangunan 

sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum 

supaya mempunyai pemahaman tentang Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden melalui parpol. 

E. Penelitian Yang Relevan 

Agar dapat menjadi bahan pertimbangan pada setiap penelitian, 

seseorang perlu untuk mengkaji terlebih dahulu karya-karya ilmiah orang-

orang terdahulu yang meneliti sesuatu hal yang terkait dengan penelitian 

yang akan ditelitinya. Untuk itu peneliti telah mengkaji beberapa tulisan-

tulisan atau karya ilmiah tentang permasalahan hak konstitusional partai 

politik dalam pencalonan presiden perspektif Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017, referensi tersebut antara lain: 
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Penelitian karya Firna Handayani yang berjudul “Analisis Tentang 

Aturan Presidential Treshold Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 

Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 

2019”.12  Penelitian tahun 2019 ini hanya membahas tentang aturan 

Presidential Threshold yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 dan Relevansinya dengan Pemilu serentak tahun 2019. Jadi, 

penelitian ini guna untuk mengetahui dinamika politik pasca berlakunya 

aturan tentang Presidential Threshold dalam Unddang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017. 

Penelitian karya Lytha Dayanara yang berjudul “Relevenasi Sistem 

Presidential Threashold Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu 

Serentak”.13 Penelitian tahun 2017 ini membahas mengenai perspektif 

partai-partai politik tentang Presidential Threashold dalam pemilihan 

umum serentak. Jadi, penelitian ini guna mengkaji dan mendeskripsikan 

perspektif partai-partai politik tentang Presidential Threashold dalam 

pemilihan umum serentak serta mengkaji, menganalisis dan mengetahui 

relevansi sistem Presidential Threashold dalam model penyelenggaraan 

pemilihan umum serentak. 

Penelitian karya Mubarika Rahmayanty yang berjudul “Analisis 

Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 

 
12 Firna Handayani, “Analisis Tentang Aturan Presidential Treshold Dalam Undang-

Undang No. 7 Tahun 2017 Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 

2019”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 

(2019). 
13 Lytha Dayanara, “Relevansi Sistem Presidential Threashold Dalam Model 

Penyelenggaraan Pemilu Serentak”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 

Semarang, (2017). 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum”.14  Penelitian tahun 2020 ini membahas mengenai batas minimum 

pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum tahun 2019 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum, serta guna mengetahui asas-asas pemilihan umum dalam 

pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, pada 

penelitian ini akan membahas tentang permasalahan Pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden melalui parpol (Analisis pasal 222 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu). Tentu perbedaanya adalah dalam 

penelitian diatas mendeskripsikan pada pemilihan umum 2019 atau pemilu 

serentak. Sedangkan penelitian kali ini membahas mengenai pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden melalui parpol dalam analisis pasal 222 

Undang-Undang Pemilu. 

F. Kerangka Teori 

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini 

antara lain teori perundang-undangan dan teori politik hukum. Teori ini 

dikolaborasi dengan konsep presidential threshold, yaitu syarat minimal 

presentase kepemilikan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 

presentase raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik 

untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. 

 
14 Mubarika Rahmayanty, “Analisis YuridisBatas Minimum Pencalonan Presiden dan 

Wakil Presiden Berdasarkan Unddang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, 

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone (2020). 
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Teori perundang-undangan digunakan untuk menganalisis rumusan 

masalah pertama karena dalam penelitian ini mengkaji atau menganalisis 

terkait fakta mengenai norma pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

melalui partai politik (parpol) yang inkonstitusional. Hal itu merupakan 

fakta yang terjadi karena pembentukan norma yang dalam hal ini adalah 

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum.15 

Teori politik hukum menurut Padmo Wahjono adalah kebijakan 

dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan 

dibentuk atau kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan 

kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup 

pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.16 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal 

yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan 

penelitian.17 

1. Jenis Penelitian dan pendekatan  

a. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif 

(normative legal research) karena titik fokusnya adalah mengkaji 

 
15 King Faisal Sulaiman, “Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek 

Pengujiannya”, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), h. 9. 
16 Padmo Wahjono, “Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum”, (Jakarta : Ghalia 

Indonesia, 1986), h. 60. 
17 Juliansyah Noor, “Metode Penelitian”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 

h. 254. 
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hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti hal nya teori, sejarah, 

filosofi, struktur dan komposisi, lingkup serta materi, pasal demi 

pasal dan penjabaran umumnya, formalitas dan kekuatan mengikat 

suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunaan.18 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang 

merupakan pendekatan untuk mengkaji perundang-undangan terkait 

tema penelitian.19 Pendekatan analisis konsep hukum (analytical dan 

conceptual approach) yang merupakan pendekatan dengan cara 

mempelajari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu 

hukum.20 

2. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini 

adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier 

yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi. 

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

sekunder dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan 

 
18 Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2004), h. 134. 
19 Ani Purwati, “Metode Penelitian Teori dan Praktek”, (Surabaya: CV. Jakad Media 

Publishing, 2020), h. 87. 
20 Jonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2007), h. 249. 
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dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui parpol (analisis 

pasal 222 Undang-Unddang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.21 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan hukum mengikat berupa pengaturan perundang-

undangan Indonesia, meliputi : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah 

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 

Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum. 

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah 

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

Tentang Partai Politik. 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum berupa buku-buku 

teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, 

pendapat ahli hukum, artikel-artikel hukum, dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan objek penelitian. 

3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberi penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum 

dan ensiklopedia hukum. 

 
21 Jonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2007), h. 195. 
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3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan 

identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan 

sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena 

itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan 

cara membaca,menelaah mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, 

maupun penulusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan 

permasalahan penelitian ini.22 

4. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, 

atau member komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap 

hasi penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode 

untu jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu 

metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek 

yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut 

hukum. 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang 

terdiri dari: 

 
22 Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, (Malang: 

Bayumedia Publishing, 2006), h. 296. 
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Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan 

Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab kedua, menguraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam 

mengkaji permasalahan yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

(Analisis Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. 

Bab ketiga, berisi faktor penyebab pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden menggunakan presidential threshold. 

Bab keempat, berisi akibat hukum terhadap pemilihan presiden dan 

wakil presiden menggunakan presidential threshold.   

Bab kelima, penutup yang memuat simpulan dan saran yang 

berkaitan dengan pembahasan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Faktor yang menjadi sebab pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

menggunakan presidential threshold itu disebabakan oleh politik 

hukum pejabat pembuat undang-undang atau DPR. Karena pada 

dasarnya rumusan amandemen UUD 1945, tidak ada ketentuan pasti 

tentang presidential threshold, sehingga pada saat itu rumusan yang 

disepakati adalah mendelegasikan kepada lembaga legislatif untuk 

mengaturnya dalam Undang-Undang. 

2. Akibat Hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang 

mensyaratkan adanya ketentuan ambang batas untuk pencalonan 

Presiden dan Wakil Presiden. Tentu tidak tepat jika aturan ambang 

batas untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dianggap sebagai 

kebijakan yang logis dan benar untuk melakukan pembatasan hak asasi 

warga negara untuk mengusulkan calon Presiden dan calon Wakil 

Presiden dan dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, 

berdasarkan pertimbangan dalam menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 
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B. Saran 

1. Penerapan Presidential Threshold itu seharusnya menjadi kerangka 

berpikir pemangku kekuasaan yang berwenang membuat Undang-

Undang atau DPR. Maka dalam acuan kerangka berpikir tersebut 

nantinya menjadi alasan penerapan yang tepat dalam rangka penegakan 

hukum yang baik, tepat dalam artian tunduk sesuai dengan konstitusi 

dan kebutuhan masyarakat yang luas. 

2. Kebijakan penerapan Presidential Threshold berimplikasi terhadap 

yuridis, termasuknya didalam hak-hak berpolitik. Maka, dalam 

penerapannya seharusnya melihat sudut pandang yang universal guna 

kemaslahatan bangsa. Karena tidak semuanya sosok calon presiden dan 

wakil presiden yang terbaik hanya ada didalam tubuh partai yang 

menguasai kursi terbanyak diparlemen tetapi bisa dari partai-partai 

yang memiliki kursi tidak banyak di parlemen. 
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